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WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 28 TAHUN 2OO9

TENTANG

PENJABARAN PERTAN GGUN GJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BETANJA KOTA TAHUN 2OO8

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ATLAH YANG MAHA KUASA

WALTKOTA LANGSA.

bahwa memepuhi  ketentuan Pasal  9 QanLrn Nomor4 Tahun 2009 tentang Pertanggunqjawabarr
pelaksanaan Anggaran Penclapatan dan Belanla Kota Tahun 2008,  per lu met ' r labarkar- r
per langgung1awaban d imaksud sebagai  nncran lebih Iarn jur ,  darr  Per tanggunt lJawal la l l

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanla Kota Tahutr  2008;

bahwa berdasarkan per t i rnbangan sebagaimatra d imaksud pada l rLrruf  a per lu d iatur  dalam

peraturan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dar- r  Bangunatr  (Lembararr  Negarr ,

Tal - run 1985 Nomor 68,  Tanrbahan Lembaran Negara Nornt t r  3312) sebagairnana te lah drubair

dengan Undang Undang Nomor 12 Tal ' run 1994 ( [enrbaran Negara Tal - rurr  1994 11r- 'mor 62.

Tambahan Lembaran Negara Ncmor 3569);

Undang-Undang Nomor 1E Tahun 199/  tentang Pajak Daerah dan Retr ibusi  Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1997 Nomor 41,  lanrbahan Lemi:aran NJegar-a Nomor 3685) sebagaimatra te, lah

diutah dengan Undang-Urrdarrg l \o  34 Tahun 2OO0 (Lerrbarat t  Negara Tahun 2000 Norncr  246

Tambahan Lembaran Neg; i ra Nomor 4048);

Undang-Ur-rdang Nomor, '1  TahLrrr  1997 tentang Bea Peroleharr  Hak Atas Tanah dan Bangutran

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44,  Tambalrat r  Lenrbaran Negara Nomlr  i t r88)

sebagaimana ie lah d iubah dengar-r  Undang Undang Notror  20 Tahun 2000 (Lembarei r  Negart

Tahun 2000 Nomor 130,  Tanrbahan Lembaran Negara Nomor 3988);

Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelerrggaraan Negara Yang Bers ih dan

Bebas korupsi ,  Kolus i  dan Nepot isme (Lembararr  Negara Tai r i rn 1999 Nomor 75,  Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang,Undang Nomor 3 Tahun 2oo1 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara

Tahun 2OO1 Nomor 83 Tambaharr  Lembaran Negara Nomor 4110);

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komis i  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaian Negara Tahun 2002 Nomor 137,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250),

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukarr  Peraturan Perundang L lndangan

(Lembaian Negara Tahun 2OO4 Nomor 53,  Tarnbal- ran [embararr  Negara Nomor 4389);

Urrdang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaian Negara Tahun 2OO4 Nomor 104,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perrer intahan Daerah (Lembaratr  Negara

Tahun 2004 Nomor 125,  lambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana te la i r  d iubah

beberapa kal i  terakhi r  dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahurr  2OO4 tentang Pemer i r r tahan Daerah ( t -embaran
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Negara Tahun 2008 Nomor 59,  lambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

10.  Undang Undang Nomor 33 Tal - rurr  2OO4 tentang Per i rnbangan Keuangan Antara Petner tnta l - r

pusat  dan pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,  Tambaharr

Lembaran Negara Nomor 4438);
11-. Undang-U naanO 
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemer intahan Aceh (Lembaran Negara tahun

2006 Nomor 62,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah

dan Waki l  Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210,  Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun

2001- Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor4138);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001- tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2001 Nomor l-l-9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2L Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaki lan Rakyat  Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor

47,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 471-2) ;
Peraturan Pemer intah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelo laan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

Peraturan Pemer inta l r  Nomor 24 Tahur,  2005 tentarrg Standar Akurr tansi  Pemer in ' .ahan

(Lembaran Negara Tahun 2005 Ncmor 49,  Tambaharr  Lembaratr  Negai 'a  Nomor 4503);

Peraturan Pemer i r - r tah Nonror  5r t r  Tai run 20L15 tenlarr r l  Prr - r la tnan Daerah (Lembara,r  Nec;ara

Tahun 2OO5 Nonror  131,  Tambahan Lembaran Negara Nontor '1570);

Peraturap Pemerrr r tah Nomor 55 Tahun 2005 tentar- rg Darta ler i r r . rbangan (Lembarai - r  Neqarat

Tahun 2OO5 Nomor 137,  Tambahan Lembaratr  Negara Nontor  4575);
peraturan Pemer intah Nomor 56 lahun 2OO5 tentang Sistern Informasi  Keuangarr  Daiera l - r

(Lembaran \Jegara Tahun 2005 Nomor 138,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576)

Peraturan Pemer intah Nomor 57 Tahun 2005 terr tang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Neclara

Tahurr  2OO5 Nomor 1"39,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
peraturan Pemer inta l r  Nomor 58 Tahurr  2005 tentang Pengelo laan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,  Tambahan Lembarar l  Negara Nornor  457E);
peraturan Pemer intah Norr ior  65 Tahun 2005 terr tang Pedonran Penyt tsunan <Jan Fenerapan

Standar Pelayanan Mrnrmal  (Lembararr  Negara Tahurr  2005 f .Jornor  150,  Tambahan i .enlbaran

Negara  Nomor  4585 ) ;
peraturan Pemerrnta l r  Nomor 79 Tahun 2005 terr tang Pedoman Pembinaalr  dan Petrgawasatr

Penyelenggaraan Pemer i r r tah Daerah (Ler lbararr  Negara Tal ' run 2005 l i lomor 165,  i :mbanarr

Lembararr  Negara Nomor 459:) ;

25.  Peraturan Pemer intah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kiner la lnstansi
pemer intah (Lembaran Negara I 'ahun 2006 F. lomor 25,  Iar i ' ,banan Lembai-an NeQatr ,  l \ ic rnrof

4614)',
peraturan Pemer intah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang Laporan Penyelenggar-aan Pemer intahat ' r

Daerah kepada Pemer intah,  Laporan Keterangan Per langgungiawaban Kepala Daerai r  kepada

Dewan Perwakr lan Rakyat  Daerah,  oan lnforrnasi  Laporatr  Penyelerrggaraat t  Pen "" r i t r l lhat -

Daerah Kepada Masyarakat  (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 2007,  Tambahatr  Lembararr

Negara Nomor 4693);
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahurr  2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemer inta l r  sebagaimarra te lah d iubal r  beberapa kal i  terakhi r  dengan f 'erat t t ran
presiden Republ ik  Indones, ia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketu luh Atas l ' lepurusatr
pres iden Nomor 80 Tahurr  2OO3 tentang Pedonran Pelaksanaan Pengadaan Barang, /Jasa

Pemer intah;
28.  Peraturan Menter i  Dalanr  Neger i  Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelo laat- t

Keuangan Daerah,  sebagaimana te lah d iubah dengan Peraturan Menter i  Dalam Neget- i  Nomor

59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter i  Dalam Neger i  Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelo laan Keuangan Daerah;

29.  peraturan Menter i  Dalam Neger i  Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008,

30.  eanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanla Kota

(APBK) Tahun Anggaran 2oo8 (Lembaran Daerah Kota Langsa I 'ahun 2008 Nomor6) ;

31.  eanun Kota Langsa Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belan;a Kota (APBK) Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 19);

32.  eanun Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelo laan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kota Langsa Tahurr 2008 Nomor 12),

33.  Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahtrn 2009 tentang

Tahun 2008;

PertanggungJawaban Pelaksanaan APBK
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34. Peraturan U/alikota Langsa Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
35.  Peraturan Wal ikota Langsa Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUI iKAN:

MenetapKan : PERATUR,AN WATIKOTA LANGSA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA TAHUN 2OO8

Pasal 1
Laporan real isas i  anggaran tahun anggaran 2008 terd i r i  a tas :
1.  Pendapatan;

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 14.134.156.299,00
b.  Dana Per imbangan Rp 305.716.124.648,00
c. Lain'larrr Pendapatar-r i/ar1g Sah Bp 3.Q00.QQ-Q,Q!0,qQ

lum lah  Pendapa tan  Rr ;322 .350 .28A .947  OC

:  Be lan la
a.  Belanta Tidat< Latrgsunq

1) Belarr  a Peqawai  Rtr  i40 5rrcr  69i . l7u l  f r r

:  l i e t ; i i  a  [ : i l t t t c ja  i i i r

l )  B e l a r , i a  S u b s i d i  R i ,

A ' ,  Be lan t , r  H ibah Rp L '552. '1  / I i .OOO,CO

5)  Be lan la  l la r r t r - tan  Sr ts ia l  Rp I7 . ra -16  565 000 00

o l  Ee la r r la  [ iac1 i  Has t i  R l r

7 ' :  Pe la r r . la  Bant , - tan  K. "uangar r  Rp 6  165. i19  i .C .00 ,04)

8r  Be lan1a T idak  Terduga Bp 597.617,750,00

Jumlah RP 168.522.343.624 '00

b .  B e l a n l a  L a n g s u n g

1)  Be lan la  Pegawai  Rp 45 .284.979.625,00

2)  Be lan ja  Barang dan Jasa Rp 45 .576.880.540,01

3) Belarrla Modal Bp-6J.729.40-1,201-QQ
Rp_1545e1,26!.3UPt

.Jumlah Belanla Rp 323.113 604.996,01

Surplus/(Defisit) Bp -12-0-3.:24.Q49,01)

3.  Pembiayaan
a.  Penertmaan Rp 17.611.988.351,11
b. Pengelr-raran Rpl2-39.tr62.6?-3.98

Jumlah Pembiayaan Netto Bp- !5.372.925.72L!I

s isa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 15.109.601.679,10

Pasal 2

Rrngkasan laporan real isasr  anggaran sebagaimana d imaksud dalam Pasal  l  tercantunr  dalam

lamp ' '  an  I  Pe ra tu ran  tn t .

Pasal 3

Ringkasan laporan real isas i  anggaran sebagairnana d imaksud c i r lam Pasal  l  Ci r i r rc i  leb ih laniut  f :e

dalam perr . labaran laporan real  tsast  . l r rgqaran.

Pasal  4
pen. labaran laporan real isas i  anggaran sebagaimatra d imaksur j  dalanr  Pasal  3 tercant t r ' 'n  dalam

lan rp r ra t r  I I  Pe ra tu ran  i n ' .

Pasal  5

Lan rp i ran  sebaga imana  d in ra l r sud  c ia i rn r  Pasa l  2 . j a r r  Pasa l  . 1  rne rupakan  bag ian  ' ; a r r c  t r : 1ak

terprsahkat l  dar i  Peraturat l  Wal  (ota l ' ' lnr - js i l  i t - r t
,;,.., i , ,,, . ..11

t '



Pasal 6
peraturan wal ikota Langsa in i  mula i  ber laku pada tanggal  d iundangkan.

Agar set iap orang mengetahuinya,  memer intahkan pengundangan Peraturan in i  dengan

penempatannya dalam Ber i ta  Daerah Kota Langsa'

Di tetapkankan d i  Lanqsa
pada tanggal 1 qI()hei2Q-Q9-M

l  i r r - rc i . : r lQ< i ln  c i I  La l r r l sa

l rada la  rgga i  j .  Ck tober  20Qq i ' l

i  i  iYavrral i4 i0 i i

BER]TA DAERAI- I  KOrA LAI{GSA Tr\HUl i l  2009 NOMOR 231
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